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PERKEMBA NGAN  PCLITIK  KOLONI-KCLONI  PORTUGIS 


Kirdi  DIPOYUDO 


Pengantar 

Kudota  niliter  di  Portugal  yang  borhasil  nenunbangkan 
rejin  otoriter  Presiden  Thonaz  dan  PI"  Caetano  tidak  hanya 
menbawa  perubahan-perubahan  radikal  di  negeri  itu  tetapi 
juga  nercbuka  lenbaran  baru  dalarc  sejarah  perkercbangan  poli- 
tik  negeri-negeri  jajahannya,  khususnya  di  Afrika.  Janji- 
janji  yang  diberikan  rejim  baru  pinpinan  Jondral  De  Spinola 
dan  langkah-langkah  yang  sejauh  ini  dianbilnya  nenunjukkan 
bahwa  terhadap  negeri-negeri  itu  Portugal  raenenpuh  jalan 
yang  berlainan  dengan  politik  kolonial  rejim  sebeluxnnya. 
Politik  baru  ini  didasarkan  atas  keyakinan  bahwa  perang 
kolonial  di  Afrika  tidak  akan  raeraberikan  hasil  yang  diharap- 
kan.  Pengalanan  13  tahun  teralchir  ini  nenunjukkan  bahwa 
operasi-operasi  niliter  yang  nelibatkan  sebagian  besar  ang^- 
katan  perang  Portugis  selain  gagal  nencapai  sasarannya  juga 
nerupakan  suatu  bencana  bagi  negara.  Politik  kolonial  itu 
tidak  hanya  banyak  ninta  korban  jiwa  dan  nenelari  banyak 
biaya,  tetapi  juga  berulang  kali  dikutuk  negara-negara  anti 
kolonial  dan  PBB  dan  semakin  nengisolir  Portugal  dalan  per- 
gaulan  internasional . 

Tulisan  ini  bernaksud  nenbahas  porkenbangan  politik 
negeri-negeri  jajahan  Portugis  di  Afrika  itu.  Secara  ber- 
turut-turut  akan  dibicarakan  Portugal  dan  koloni-koloninya, 
perjoangan  kemerdokaan  negeri-negeri  jajahan  itu,  peranan 
negara-negara  Afrika  dalan  perjoangan  itu,  prospek  kenerdo- 
kaan  negeri-negeri  itu  dan  hari  depan  Tinor  Portugis.  Tu- 
lisan akan  ditutup  dengan  beborapa  kesinpulan. 


I;  Portugal  dan  koloni-kolcninya 

Portugal  adalah  negara  kolonial  yang  paling  lama  menen- 
tang  arus  dekolonisasi .  Lana  sotelah  negara-negara  kolonial 


lainnya  ronberikan  kenerdekaan  kopada  negeri-neg-eri  jajahan- 
nya,  Portugal  nasih  berusaha  rnernpertahankan'-koloni-kolcninya 
dengan  perang  kolonial  yang  nahal  tetapi  tidak  memberikan 
hasil  yang  diharapkam  Sebagai  akibatnya  Portugal  nenjadi 
negara  terbelakang  di  Eropa  dan  terisolir  dalam  pergaulan 
internasional . 


1  *  fiepublik  Portugl.R 

Bengan  penduduk  sekitar  10  juta  orang  dan  wilayah  se- 
luas  91.600  km2,  Portugal  termasuk  negara  kecil.  Baik  dari 
segi  kekayaan  alam  maupun  keuangannya  ternasuk  negara  Sropa 
yang  siskin.  Pendapatannya  per  jiwa  adalah  seperempat Penda- 
patan  per  jiwa  negara-negara  tetangganya. ■  Perekonot:iannya 
masxh  berkisar  pada  pertanian,   yang  menyerap  sekitar  k0% 
dari  tenaga  kerja,   sodangkan  industrinya  belun  berkenhang. 
^xarpun  kerapatan  penduduknya  rendah,  sekitar  100  orang  per 
km2,  dalai,  situasihya  sekarang  ini  Portugal  kelebihan  pendu- 
duk. Setiap  tahun  beribu-ribu.. orang  berpindah  ke  negori-negeri 
laxn  sebagai  enigran.  Selain  itu  lebih  dari  sejuta  orang 
tenaga  kerjanya  bekerja  di  negara- negara  Eropa  yan^  lebih 
maju  dan  lebih  naknur,  karena  di  negeri  ,ereka  sendiri  tiada 
kesempatan  kerja.  Salah  satu  faktor  keadaan  itu  ialah  besar- 
nya  beban  finansiil  yang  harus  dipikul  negara  sehubungan 
dengan  perang  kolonialnya  di  Afrika  sejak  tahun  l96l. 

Menurut  UUD  yang  kini  berlaku,  yaitu  0UD  tahun  1933 
dengan  beberapa  anandenen,   negara  Portugal  selain  wilayah 
metropolitan  tersebut^uga  .eliputi  neg.ri-nogeri  jajahan- 
nya  dx  Asxa  dan  Afrika  berupa  6  propinsi  seberang  lautan 
(provincia  ulfronarina) .  Propinsi-propinsi  seberang  lautan 
xtu  dxberi  otononi  terbatas  dan  selain  pomerintah  juga  nen- 
Punyai  badan  legislatif  sendiri,  tetapi  norupakan  bagian 
xntegral  negara  dan  mempunyai  *rakil-wakilnya  di  Kajelis 
Hasional   (Parley)   di  Lisabon.   Keseluruhannya  itu  norupakan 
i^epublxoa  Portuguese,  Republik  PortugisL 
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2 •   Col-oni -koloni  Portugis 

Sampai  tahun  1951.  negeri-negeri  jajahan  Portugis  di 
Asia  dan-Afrika  itu  seoara  resmi  meniliki  status  koloni 
dan  ditenpatkan  di  bawah  Mentori  Koloni-koloni ,   yang  rcene- 
tapkan  garis-garis  be3ar  pemerintahan  kol"onial  dan  r.ongang- 
kat  Gubernur  Jendral  atau  Gubernur  untuk  rnolaksanakannya  di 
tvilayah  nasing-r.:asing.  Pada  tahun  1951  k'oloni-koloni  itu 
dijadikan  propinsi,   yang  pada  tahun  1971  diberi  otcnoni 
terbatas  yang  diperluas  dua  tahun  keniudia'n  "i  Sejak  tahun 
1961   3etiap  penduduk  dapat  menjadi  warga  negara  Portugis 
dengan  mendaf tarkan  diri  di  kantor  catatan  sipil.  Akan  te- 
tapi.  kenyataannya  Penerintah  Portugis  nenganggap  sepi  aspi- 
rasi  kenerdekaan  rakyat  Afrika  dan  berusaha  nenunpas  gerakan- 
gerakan  kemerdekaian.   C  I  eh  sebab  itu  negeri-negeri  tersebut 
dapat  dianggap  sebagai  jajahan  atau  koloni,  Itulah  pendapat 
negara- negara  Afrika  dan  PBB,   yang  telah  berkali-kali  ninta 
kepada  Portugal  agar  menborikan  kemerdekaan  kepada  negeri- 
negeri  itu.  . 

Jajahan  Portugis  ialah  Angola  di  Afrika  Barat ,  Guinea 
Bissau  di  sebelah  Utaranya,   Cape  Verde,  Sao  Tone  dan 
Principe  lepas  pantai  Afrika  Barat,  I.lozantjique  di  Afrika 
Tinur,  Tincr  Portugis  dan  Kacao.  Yang  penting  ialah 
Kczanibique ,  Angola  dan  Guinea  Bissau.     Wilayah  Kozanbique 
adalah  seluas  73^.960  kn2  dan  penduduknya  7,922.000  (1972), 
temasuk  185.000  orang  kulit  putih,  Angola  neliputi  wilayah 
seluas  l;2i!-6.70C  kn2  dan  penduduk  5„7lO.OOO  orang  (1972), 
terrnasuk  400,000  orang  kulit  putih.   Guinea  Bissau  adalah 
seluas  36.125  lor.2  dan  penduduknya  579.000  orang  (1972), 
tenr.asuk  2.500  orang  kulit  putih.  Selain  itu  di  ICozanbique 
ditenpatkan  sekitar  70.000  orang  niliter,   di  Angola  ^5.000 
orang  dan  di  Guinea  Bissau  sekitar  30.000  orang  pasul:an 
Portugis   (lihat  Tabel  1). 


Cf.  Basil  Davidson,   "Recent  history  of  Portugal's  African 
territories",  ^frica  South  of  the  Sahara  1972  (London,   1972),  hal. 
1 44 ;  "Portngnftsa  oversees  provinces".  The  Europa  Year  Book  1973  '• 
A  World  Survey,  II  (London,   1973),  hal.   1 2J2 ;  Joseph  E.  Dynan, 
"Transformation  of  Portuguese  overseas  territories",  AF  yang 
dikutip  Tne  Jakarta  Times,  28  Maret  1973- 
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TABEL  I 


NEGERI-NEGEHI  JAJAHAN  PORTUGIS 


Nama  negeri 


luasnya 
dalam  km2 


Penduduknya 


Angkatan 
Bersenjata 


Angola 

Cape  Verde 

Mozambique 

Guinea  Bissau 

Sao  Tome"  dan  Principe 

Macao 

Timor  Portugis 


1 .246.000 

4.033 

783.028 
36.125 
963 
15 

15.000 


5.710.000 
260.000 

7.922.000 
579-000 
62.000 
330.000 
633.000 


45.000 

70.000 
30.000 

2.000 


Sumber;  The  Book  of  the  World.  .1973  (New  York,  1972);  Encyclopaedia 
Americana  (1.971);  Africa  South  of  the  Sahara  1972  (London. 
1 972 )  • 


3*  Pojit^k  .kolonial  Portugal 

Portugal  berusaha  mempertahankan  koloni-koloninya  karena 
berbagai  alasan.. Pertama,   sebagai  negara  kecil  dan  miskin 
Portugal  nerasa  menerlukan  ice  1 oni-ko lo  ninya  urituk  nonunjang 
ekononinya  yang  lenah  dan  untuk  mcnyalurkan  sebagian  kelebih- 
an  penduduknya.  Selain  itu,  karena  porkerabangan  histcris 
peranan  Portugal  sebagai  negara  kolonial  borakar  dalara  kesa- 
daran  nasional,   sehingga  bangsa  Portugis  nerasa  lebih  terikat 
dengan  bangsa-bangsa  jajahannya.  Be'rlainan  dengan  negara- 
negara  kolonial  lainnya,  bangsa  Portugis  tidak  mengenal  dis- 
krioinasi  rasial  dan  di  nana-nana  rcelakukan  politik  asinilasi. 
Orang-orang  Portugis  tidak  hanya  nenunjukkan  suatu  toleransi 
terhadap  bangsa  pribumi  dan  suatu  kenanpuan  dan  kosediaan 
untuk  hidup  borsand  dfengan  nereka,  totapi  juga  banyak  yang 
kawin  dengan  wanita-wanita  pribuni.  Kocuali  itu  kebanyakan- 
pclitici  Portugis  yakin,  bahwa  dokolonisasi  yang  dengan 
cvtpat  diiakukan  riegara-negara.  kolonial  lainnya.  at  as  tokana-n 
baik  intern  naupun  ekstern,  raorupfckan  suatu  kesalahan  besar.  ' 
Kenyataannya  banyak  negeri  Afrika  bolun  siap  untuk  nempor- 
oleh  kenerdekaaix.  Dalan  hubungan  ini  noreka  nenunjuk  pada 
kekacauan  yang  terjadi  di  Kongo  sesudah . keherdekaan.  Akhir- 
nya  sejak  UUD  1933  Portugal  hidup  torasing  di  luar  aliran- 
aliran  pokok  opini  dunia,   sehingga  boloh  dikatakan  kebal 
terhadap  gerakan-gerakan  politik1 di  negara-nogara  lain  dan 
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skeptis  terhadap  gagasan-gagasan  liberal  seperti  hak  untuk 
menentukan  nasib  sendiri  dan  pemerintahan  supranasional*  . 

Terhadap  kecanan  opini  dunia,  Pemerintah  Portugal 
nengeraukakan  bahxva  kolonialisme  Portugis  adalah  berlainan 
dengan  kolonialisme  negara-negara  lain  dalara  arti  bahx<a 
negeri  jajahan  nerupakan  bagian  integral  negara.  Sejak 
tahun  1951   negori-negeri  jajahannya  mempunyai  status  propinsi 
Portugis  dan  sejak  1961  kepada  semua  penduduk  diberikan  hak 
untuk  menjadi  v/arga  negara  Portugiso 

Dengah  pertimbangan-pertimbangan  itu  Pemerintah 
Portugis  tidak  meraperhat ikan  aspirasi-aspirasi  raereka  seba- 
gai  bangsa  dan  nenindak  gerakan-gerakan  nasional  untuk  nen- 
dapatkan  kemerdekaan.  Seperti. di  Portugal  Pemerintah  kolonial 
hanya  raengijinkan  satu  partai  politik,  yaitu  Uni  Nasional 
yang  kenudian  dirubah  naraanya  menjadi  Aksi  Nasional  Rakyat. 
Partai-partai  politik  lainnya  dilarang,   sehingga  kaum  na-* 
sionalis  terpaksa  bergerak  dl  baxvah  tanah  atau  mengungsi  ke  . 
luar  negeri. 


II.  Per.ioangan  kemerdekaan 

Seperti  di  negeri-negeri  Afrika  lainnya,   di  negeri- 
negeri  jajahan  Portugis  larabat  laun  tirabullah  kesadaran 
nasional  di  kalangan  rakyat  yang  berkembang  menjadi  gerakan 
kemerdekaan  yang  dilancarkan  kaum  nasionalis.  Oleh  sebab  ja- 
lan  konstitusionil  untuk  mendapatkan  kemerdekaan  tidak  raungkin, 
gerakan-gerakan  kemerdekaan  itu  terpaksa  mengambil  jalan  ko- 
kerasani  Pemimpin-pemimpin  gerakan  yang  tidak  dipenjarakan 
menyusun  kekuatan  di  negara-negara  tetangga  dan  dari  xtfilayah- 
nya  melancarkan  porang  gerilya.  Dengan  demikian  pecahlah 
suatu  konfrontasi  bersenjata  yang  makin  lama  makin  sengit 
dan  makin  meluas. 


1Cf.  George  Martelli,   "The  issues  internationalized",  dalara 
David  M.  Abshire  dan  Michael  A.  Samuels  (Ed. ) ,  Portuguese  Africa. 
A    Handbook  (New  York  -  Washington  -  London,  1969),  hal.  567- 
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1  •   G-orakcin  kogordekaan 

Biarpun  Angola,  Mozambique  dan  Guinea  Bissau  pada  tahun 
1951  mendapat  status  propinsi,   rakyatnya  norasa  tidak  puas 
dan  menuntut  kenerdekaan.  Suatu  ninoritas  Negro  dan  Kestis 
(keturunan  Eropa  dan  Negro)  menjadi  sadar  bahwa  keadaan  mereka 
kalah  baik  dongan  keadaan  bangsa-bangsa  Afrika  lain  ataupun 
orang-orarig  Portugis,   dan  pada  tahun  1950-an  nulai  menbentuk 
kelonpok-kelompok  rahasia  kecil.  Sesudah  tahun  1953  mereka 
mendapat  ahgiri  dari  nasionalisne  Afrika  yang  nemper joangkan 
kemerdekaan  dan  berhasil  raencapai  sasarannya  di  negeri-negeri 
tetanggai 

Nasionalisne  di  koloni-koloni  Portugis  itu  mula-mula 
hanya  berupa  protes  terhadap  rejim  kolonial  yang  menindas 
dan  memperbudak  rakyat,  tetapi  lanbat  laun  nendapatkan  banyak 
pengaruh  dah  neningkat  menjadi  suatu  gerakan  yang  tidak  hanya 
nenuntut  perlakuan  yang  wajar  dan  perbaikan  nasib  rakyat, 
tetapi  juga  hak  untuk  menentukan  nasib  sendiri  dan  kemerdekaan1. 


2.  Perang  /?orilya 

Oleh  sebab  Penerintah  Kolonial  Portugis  raenentang  ge- 
rakan kemerdekaan  dan  melarang  kegiatan  politik'.:di  luar 
partainya,.  Uni  Nasional,  pemimpin-pemimpin  nasionalis . yang 
tidak  dimasukkan  penjara  sebagai  tahanan  poli.tik  lari  ke 
luar  negeri  untuk  nenyusun  kekuatan  untuk  melancarkan  perang 
kemerdekaan.  Dari  pangkalan-pangkalan  di  negara-negara  te- 
tangga  mereka  nelancarkan  operasi-operasi  mereka.  Mula-mula 
aksi-aksi  itu  tidak  menimbulkan  kokawatiran  di  pihak  Portugis, 
tetapi  lanbat  laun  menjadi  suatu : tantanga.n  berat  bagi  kelang- 
sungan  kokuasaannya  di  negeri-negeri  itu.  Para  gerilyawan 
nelancarkan  suatu  perang  gorilya  yang  makin  lana  makin 
ofisien  sojalan  dengan  perbaikan  organisasi,  disiplin, 
latihan,  logistik,   taktik  dan  persenjataan. 

Penberontakan  mulai  di  Angola  pada  aval  Pebruari  I96I 
kotika  pejpang-pojoang  Front  Nasional  Penbobasan  Angola 
(FNLA)  menyorbu  ponjara  pusat  di  Luanda  untuk  nembobaskan 

"The  aationSiL^S^/l  ^  hal'   U6f  MichaGl  A'  Samuels, 

A    SaSSelo  ?Ji  ?  Partl?f\ dalam  David  M.  Abshire  dan  Michael 
*  Samuels  (Ed.;  op_.  cit.  hal.  389  -  404. 
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tahanan-tahanan  politik.,  Serangan  yang  tidak  berhasil  menca- 
pai  sasarannya  itu  disusul  dengan  pemberontakan  di  Angola 
Utara  yang  untuk  sementara  waktu  dikuasai  kaum  p eir.be rontak. 
Pemerintah  Portugis  akhirnya  berhasil  nenumpas  penberontakan 
itu  dengan  pasukan-pasukan  bantuan  yang  dikerahkan  dari 
Fortugal,  tetapi  kejadian  itu  mendorong  kaum  nasionalis  di 
Guinea  Bissau  dan  Mozambique  untuk  mempercopat  kogiatannya. 
Pada  tahun  1962  Fartai  Afrika  untuk  Kemerdokaan  Guinea  dan 
Cape  Verde   (PAIGC)   pinpinan  Dr.  Anil car  Cabral  mulai  pembe- 
rcntakan  di  Guinea  Bissau  dan  pada  tahun  1964  gerilyawan- 
gerilyav/an  Front  Pembebasan  Mozambique  (FRELIMC)  mulai 
serangan-serangannya  dari  Tanzania,   sedangkan  pejoang- 
pejoang  Komite  Revclusi  Mozambique  (CCREMO)  mulai  beroperasi 
dari  wilayah  Zambia  . 

Perang  gerilya  itu  tidak  berkurang  tetapi  menjadi  makin 
luas  dan  makin  sengit,  biarpun  Portugal  meningkatkan  operasi 
militernya  untuk  menumpasnya.  Pada  awal  tahun  1960-an  kokuat- 
an  militer  Portugis  di  Afrika  hanya  terdiri  atas  beberapa 
ribu  orang,' tetapi  sejak  pemberontakan  itu  semakin  banyak 
pasukan  didatangkan  dari  Portugal.  Sejak  tahun  1969  hanpir 
seluruh  Angkatan  Darat,   sebagian  besar  Angkatan  Laut, 
Angkatan  Udara  dan  Kepolisiannya  ditempatkan  di  Afrika. 
Untuk  menghadapi  perang  gerilya  itu  dinas  militer  diperpan- 
jang  menjadi  4  tahun  bagi  semua  pria-  antara  18  dan  h$  tahun, 
termasuk  2  tahun  di  Afrika.  Untuk  membeayainya  sejak  tahun 
1965  harpir  separuh  pendapatan  negara  dibelanjakan  untuk.  per- 
tahanan  dan  keamanan.  Dengan  demikian  dapat  dikatakan,  bahWa 
perang  kolonial  telah  menguras  keuangan  Portugal  tetapx  txdak 
berhasil  mencapai  sasarannya. 


Guinea  Bissau 

Di  Guinea  Bissau  po joang-pe joang  PAigC  berhasil  nonguasai 
dua  partita  wilayah,  sedangKan  Xefcuasaan  tentara  ^f  ^- 
hatas  Pada  50  pes  yang  diperfcuat  dan  Caserne.  Pasu*an 

Dasu,an  Portugis  sudah  tiaa.c  aapat  ncrabut  *e,ba U  = 
Liter,  biarpun  junlahnya  oukup  bosar.  sekitar  30.000  orang. 


10f .  Geerge  MartalU,  "COKfliet in  P«tuffaese  Africa",  dalaa 

David  S.  Atshire  dan  ^fj^fk^  «' 
423;  "A  rebel  who's  who",  Hew>,wecii,  j 
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Lisabon  sudah  lama  melepaskan  negeri  itu  seandainya  tidak 
takut  hal  itu  akan  neningkatkan  tekanan  gerilyawan  di  kepu- 
lauan  Capo  Verde  yang  sangat  pent in/;  bagi  strategi.  Di  bawah 
pinpinan  Anilcar  Cabral  PAIGC  tidak  hanya  berhasil  nenbebas- 
kari  sebagian  besar  wilayah  Guinea  Bissau,  tetapi  juga  raemba- 
ngunnya  dengan  mendirikan  sekolah-sekolah,   runah  sakit  dan 
poiiklinik,   sistim  peradilan  yang  teratur,  r.ema  jukan  pcrtanian, 
nonbangun  jalan-jalan  dan  lain  sebagainya.  Secara  deniikian 
nereka  nendapat  banyak  sitnpati  sorta  bantuan  bagi  perjoangan 
nereka  dan  Anil car  Cabral  diberi  status  resr.i  sebagai  penin- 
jau  di'PBB.  Penbunuhannya  pada  awal   1973  tidak  nengurangi 
kegiatan  PAIGC  tetapi  bahkan  neningkatkannya.  Wakilnya 
Aristides  Pereira  nenggantikannya  sebagai  Sekretaris  Jendral 
partai.  Pada  tanggal  2k  September  1973  Kajelis  Nasional 
Rakyat  nenproklamirkan  Republik  Guinea  Bissau  yang  segera  nen- 
dapat  pengakuan  banyak  negara  dan  PBB  • 

Angela 

Di  Angola  penberontakan  tahun  1961  dan  tindakan-tindakan 
represif  Pemerintah  Portugis  banyak  minta  korban.  Sekitar 
50.000  orang  Afrika  dan  2.000  orang  kulit  putih  tevras,  sedang- 
kan  beratus-ratus  ribu  orang  Afrika  terpaksa  mengungsi  ke 
negara  tetangga  Zaire.  Sebagai  akibat  operas!  tentara  Portugis, 
yang  dari  3. 000  bertambah  nenjadi  57»000  orang  pada  tahun 
1973,  kegiatan  kaun  nasionalis  berkurarig,   tetapi  pada  tahun 
I965  nereka  nulai  suatu  gelonbang  baru  aksi  di  daerah  perba- 
tasan  dengan  Zaire  dan  Zambia.  Lambat  laun  nereka  berhasil 
nenguasai  daerah  luas  di  Angola  Timur  dan  r.elakukan  tekanan 
berat  ke  jurusan  Barat.  Akan  tetapi  aksi  nereka  itu  kurang 
efektif  karena  adanya  persaingan  yang  t erus-nenerus  antara 
kelonpok-kclor.pok  gerilyawan  Uni  Nasional  untuk  Kenerdekaan 
Total  Angola   ( UNIT  A ) ,   Gerakan  Penbebasan  Rakyat   ( MPLA }  dan 
Perr.erintah  Revclusioner  di  Fengasinran  (GRAE),  untuk  ir.enda- 
patkan  kekuasaan  dan  bantuan  luar  negeri  • 


Cf.  Basil  Davidson,  loc .  cit .  hal.   148;  "Portuguese  overseas 
provinces",  loc.  cit.  hal.   1246;  Newsweek,   6  Mei  1 974 »  hal.  17. 

o 

"Basil  Davidson,  loc.  cit.  hal.   148;  George  Martelli,  "Conflict 

in  Portuguese  Africa",   o£.  cit .  hal.  406-415;  Newsweek,   6  Mei  1 974 , 
hal .17. 
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Mozambique 

Di  Mozambique  medan  perang  gerilya  nula-r.ula  ialah  dua 
propinsi  Utara  Cabo  Delgado  dan  Niassa  di  nana,  pe joang-pe jcang 
Front  Penbebasan  Mozambique   (FRELIMO)  kini  menguasai  daerah 
pedesaan  yang  luas.   Pada  tahurt  I960  nereka  juga  nulai  nelan- 
carkan  aksi-aksi  di  propinsi  Tete  di  Mozambique  Tengah.  Diar- 
pun  tentara  Portugis  bolun  kehilangan  inisiatif  seperti  di 
Guinea  Bissau,   situasi  militer  Portugis  adalah  serius,  toru- 
tama  karena  para  gerilyawan  berhasil  mendapat  dukungan  rakyat 
daerah-daerah  itu.  Pasukan-pasukan  Portugis,  biarpun  berjun- 
lah  70,000  orang  dan  moniliki  keungguliin  persenjataan 

serta  supremasi  udara,   tidak  .dapat  berbuat  banyak  terhadap 
para  gerilyawan,  yang  tidak  hanya  penuh  sonangat  tetapi  juga 
lihay  dan  bergerak  dengan  .cepat.  Dal  an  kelonpok-kelompok 
Icecil  nereka.  neny-ergap  patroli-patroli  Portugis  atau  nenyerang 
pos-pes  militer,   lalu  nenghilang  untuk  nenyerang  lagi  di  lain 
tenpat,   dan  begitu  seterusnya.  Mereka  juga  nengacaukan  lalu- 
lintas  dengan  meledakkan  jembatan- jenbatan,   jalan  koreta  api 
dan  memasang  ranjau  di  jalan- jalan.  Sebagai  akibatnya  perja- 
lanan  menjadi  sangat  lanbat  karena  jalan  harus  diperilcsa 
dahulu  dan  berbahaya  karena  sewaktu-waktu  orang  dapat  dicegat 
para  gerilyawan.  Senuanya  itu  meobuat  perang  sangat  nahal 
bagi  Portugal  dan  nenegangkan  urat  syaraf  tentaranya  . 

Menurut  para  peninjati  mutu  perang  gerilya  di  negeri- 
negeri  jajahan  Portugis  itu  menjadi  semakin  tinggi.  berkat 
latihan  dan  perbaikan  persen jataan,  logistik,  crganisasi, 
disiplin  dan  taktik.  Selain  itu  mereka  berhasil  mendapat 
dukungan  rakyat,   tidak  hanya  karena  rakyat  takut  akan  mereka 
tetapi  juga  karena  semangat  nasionalis  yang  semakin  besar. 
dan  pembangunan  yang  nereka  lakukan  di  daerah-daerah  yang 
telah  dibebaskan.  Senuanya  itu  momberikan  harapan  baik  bahwa 
lanbat  laun  nereka  akan  berhasil  nencapai  sasaran  perjoangan 
mereka  nombebaskan  seluruh  negeri.  Harapan  itu  menjadi  lebih 
besar  dengan  sonakin  kuatnya  tokanan  cpini  dunia,  PED  dan 
negara-negara  Afrika  atas  rejin  Portugis  agar  nongakhirx  po~ 
litik  kclonialnya. 


"Confl!cfLD?ortu^SrifrS",  o£.  ext.  hal.  420-423;  Newsweek, 
1  April  1974,  hal.  25- 
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III.   Poranan  nogara-nepara  Afrika 

Dalam  perjoangan  keraerdekaan  itu  rakyat  dan  organisasi- 
organisasi  gerilyawan  itu  mendapat  dukungan  dan  bantuan  dari 
negara-negara  Afrika,  yang  tidak  hanya  mengutuk  segala  ben- 
tuk  kolonialisme  tetapi  juga  berjoang  untuk  mengakhirinya. 
Tekad  yang  bulat  untuk  menbebaskan  negeri-negeri  jajahan 
itu  bahkan  menjadi  dasar  Crganisasi  Persatuan  Afrika  (CAU) 
di  samping  issue  kedaulatan  dan  keutuhan  teritorial  nereka 
sendiri; 

Pertana  nereka  nelakukan  tekanan  berat  atas  rejin  Portugis 
agar  mengakui  dan  menghornati  hak-hak  rakyat  negeri-negori 
jajahannya,  termasuk  hak  atas  kenerdekaan.  Dengan  malcsud 
itu  nereka  berusaha  nengisolirnya  dengan  boikct  politik, . 
ekononi  dan  perhubungan.  Mereka  juga  tnenbantu  para  gerilya- 
wan,  baik  secara  langsung  naupun  lew^t  Komite  Penbebasan 
yang  dibentuk  CAU  dengan  naksud  itu.  Berbagai  negara  seperti 
Guinea,  Senegal,  Kongo i  Zaire,  Zambia,  Tanzania,  Kenya  dan 
Aljazaj^r  nenampung  organisasi-organisasi  gerilyawan  dan  nec- 
berikah  f asil,itas-f asilitas ,  sehing^a  nereka  dapat  nenyusun 
kekuatan,  melatih. ariggota-anggotanya  dan  nelancarkan -  serangan-... 
serangan. 

Selain  itu  nereka  berusaha  nenggerakkan  opini  dunia 
dan  nenciptakan  suatu  ikl in  opini  anti  kolonial,  terutana 
di  forum  PBB.  Berkat  perjoangan  nereka  dan  negara-negara 
anti  kolonial  lainnya,  termasuk  Indonesia,  baik  Sidang  Unum 
PBB  naupun  Dewan  Keamanan  mengeliiarkan  resolusi-resolusi, 
yang  tidak  hanya  mengutuk  kolonialisme  tetapi  juga  mendesak 
negara-negara  kolonial  agar  menghornati  hak-hak  nasional 
rakyat  Afrika  dan  mengenakan  sanksi-sanksl  terhadap  sikap 
membandel  rejim-rejin  tersebut. 

Salah  satu  yang  sangat  penting  dan  merupakan  tonggak 
sejarah  dalam  perjoangan  untuk  menghapus  kolonialisme  ialah 
resolusi  Sidang  Umum  tanggal  Ik  Desomber  i960,  No.  1514-, 
yang  memuat  azas-azas  proses  dokolonisasi  dan  pada  intinya 
mewajlbkan  PBB  dan  negara-negara  anggotanya  untuk  sogera 
mengambil  langkah-langkah  seperlunya  agar  negeri-negeri 
jajahan  memperoleh  kemerdekeian.  tanpa  syarat  atau  reservasi 
nanapun  sesuai  dengan  kemauan  rakyatnya  (lihat  Dokumen  ). 
Sebagai  langkah  pertama  dibentuklah  Komite  Cokolonisasi 
untuk  mempelajari  aplikasi  pernyataan  itu  dan  mengajukan 
saran-saran. 
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Ileletusnya  penbercntakan  di  Angola  pada  tanggal  15 
Karet  I96I  nenjadikan  Portugal  sunber  keprihatinan  utama 
bagi  FEB.  Sejak  itu  Sidang  Unun  dan  Dowan  Eeananan  r.enge- 
luarkan  resolusl-resolusi  yang  nengecan  politik  kolonial 
Portugal  dan  nenyerukan  perubahan-perubahan  radikal,  tetapi 
sanpai  terjadinya  kudeta  niliter  pada  tanggal  25  April  197^ 
Penerintah  Portugal  selalu  menolaknya  dengan  dalih  bahwa 
negeri-negeri  yang  dikuasainya  di  Afrika  bukanlah  koloni 
nelainkan  bagian  integral  wilayahhya. 

Resolusi  Sidang  Umun  tanggal  20  April  I96I  berseru  kepada 
Portugal  agar  nelakukan  penbaharuan-ponboharuan  dalan  rangka  pon- 
berian  kenerdekaan  kopada  koloni-koloninya  sesuai  dengan 
resolusi  151^  tersebut.  Resolusi  Dewan  Eeananan  tanggal  9  Juni 

1961  r.inta  kepadanya  agar  nonghontikan  tindakan-tindakannya 
nenindas  rakyat  Angola.  Resolusi  Sidang  Uniun  tanggal  30 
Januari  I962  nengulangi  pernyataan  bahwa  bangsa  Angola  berhak 
atas  hak  untuk  rnenentiikan  nasibnya  sendiri  dan  berseru  ke- 
pada Portugal  agar  nenghentikan  penindasannya  dan  nelakukan 
penbaharuan-penbaharuan  politik,  social  dan  ekonorai. 
Anggota-anggota  PDB  dimintanya  jangan  nenberikan  bantuan 
kepada  Portugal.  Resolusi  Sidang  Unun  tanggal  1^  Desenber 

1962  nendesak  negara-negara  agar  nencegah  penjualan  senjata 
kepada  Portugal  dan  mint a  kepada  Dewan  Eeananan  agar  nen- 
janin  pelaksanaannya.  Resolusi  Dewan  Eeananan  tanggal  31 
Juli  1963  berseru  kepada  Portugal  agar  nengakui  hak-hak 
rakyat  Afrika  di  koloni-koloninya  atas  self  det ernination 
dan  kenerdekaan,  dan  ninta  kepada  anggota-anggota  FED  agar 
nenghentikan  bantuan  nasing-nasing  kepada  Portugal.  Resolusi 
Dewan  Eeananan  tanggal  11  Desenber  I963  ninta  kepada  anggota- 
anggota  PDB  agar  cenenuhi  resolusi  yang  dianbil  dalan  bulan 
Juli  sebelunnya. 

Eeberapa  bulan  sebelunnya  delegasi-delegasi  Afrika 
pada  Eonperensi  Int ernasional  nengenai  Pendidikan  Unun  di 
Jenowa  neninggalkan  sidang  sebagai  protos  terhadap  hadirnya 
delegasi  Portugis.  Eejadian  itu  nerupakan  awal  usaha-usaha 
untuk  nengeluarkan  Portugal  dari  lenbaga-lenbaga  inter- 
nasional  sebagai  sanksi  terhadap  sikapnya  yang  nenbandel. 
Secara  berturut-turut  Portugal  dikeluarkan  dari  Eonisi 
Ekononi  PEB  untuk  Afrika,   dari  Konperensi  Internasional 
Pendidikan  Unun,  Komite  Regional  UHC  untuk  Afrika  dan  lain- 
lain  sebagainya. 


1^ 


Balan  nusin  panas  1965  Koni'te  Dekolonisasi  BEE  r.engun- 
jungi  Afrika  dan  menerina  delegasi  serta  petisi  dari  13 
partai  nasionalis  dart  Angola*  Kp.zambique,  Guinea  Eissau, 
Cape  Verde  dan  Sao  Tone.  re..  Principe.  Pada  sidang  torakhir 
onite  r.engeluarkan  suatu  resolusi  yang  ncngecam  negara- 
negara  BATO  karena  n^cbantu  Portugal  dan  mint  a  kepada  ne- 
roka  agar  mongonakar:  sanksi-sanksi  terhadapnya  soleras  . 
dengan  rosolusi-resoluri  P33  tcrsobut, " 

Resolusi  Devan  Keananan .  tanggal  23  Pcpember.  I.965,  seisin 
mongulangi  aoruan  resolusi resolusi,  fsobelumnya  tontang  hak 
untuk  menentukan  na.sib  sendiri  dan.  hidup  nerdeka,  juga 
minta  kepada..Portugal  agar  menghentikan  penindasannya,  mo- 
narik  pasukan-pasukannya  dan  nemberikan  amnesti  politik. 
Resolusi  juga  mint a  kepadanya  agar  berunding  dengan  kaurn 
nasionalis  tentarig  penyerahan  kokuasaan  kepada  lenbaga- 
lembaga  hasil  pemiiihan..un3um,  Cloh  sebab  Portugal  .terus  r 
merabandel,  pada  tanggal   18  Desember  '  i'965  Sidang  Umum  mene- 
rima  sebuah  resolusi  yang  mint a  kepada  anggota-anggpta  PBB 
agar  memutuskan  hubungan  diplomatic  dengan. Portugal  dan 
nelakukan  boikot  interregional  atas  senjata  dan  perdagangan. 
Pada  tanuh-tahun  berikutnya  PBB  mengeluarkan  resolusi- 
resolusi  yang  senada,  Setelah  nengakui  Republik  Guinea 
Bissau,  pada  tanggal  17  Desember  1973  Sidang  Umum  menorima 
suatu  resolusi  yang  menyatakan  bafewa  delegasi  Portugis 
tidak  newakili  Angola,  Mozambique  dan  Guinea  Bissau. 

01  eh, sebab  seniuanya  itu  tidak :memberikan  basil  yang" 
diharapkan,  negara-negara  Afro-Asia  berkali-kali  mint  a  ke-'": 
pada  Dewan  Keamanan  agar  menggunakan  kekerasan . terhadap 
Portugal,   tetapi  sejauh  ini  sia-sia  karena  berbagai  negara 
besar  tidak  menyetu juinyaP  Megara-negara  Afrika  sendiri 
ingin  menggunakan  kekerasan  untuk  menbebaskan  negeri-negeri 
tersebut,  tetapi  merasa  tidak  mcmiiiki.  kcmampuan  mil iter 
seperlunya  untuk  mengha dap i  tentara  Portugis  yang  membelanya1. 


IV-  ^  Port 


Kudeta  militer  yang  berhasil  menumbangkan  rejim  otoriter 
Presiden  Thomas  dan  PM  Caetano  dan  menggantinya  dengan  rejin 
baru  di  bawah  pimpinan  Jendral  De  Spinola  baru-baru  ini 

cit.  111.  37e3°:335MarteIli'  "T^"««  internationalized^!^ 
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i-enbuka  lenbaran  baru  dalan  sejarah  negeri-negeri  jajahan 
Fortugist  Kudeta  tidak  hanya  dilancarkan  untuk  nengenbalikan 
hak-hak  sipil  di  Portugal  tetapi  juga  untuk  nengakhiri  po- 
litik  kolonial  yang  selain  gagal   juga  nerupakan  suatu  bcn- 
cana  bagi  negara. 


*  •  Foil  tile  baru  Ponorintah  De.  Spinola  ; 

Sudah  barang  tentu  Pemerintah  Portugis  baru  di  baw'ah 
pinpinan  De  Spinola  tidak  akan  meneruskan  politik  kolonial 
rejin  lama  dan  akan  nerintis  suatu  jalan  baru,  tetapi "kini 
kita  belurc  mengetahui  dengan  pasti  bentuk  politik  baru  itu 
karena  adanya  perbedaan  pendapat,  baik  di  Portugal  naupun 
di  negori-negeri  jajahannya  di  Afrika.  Sehubungan  dengan 
itu  terdapat  berbagai  kemungkinan  penyelesaian  masalah  se- 
kitar  negeri-negeri  jajahan  itu. 


Pendirian  De  Spinola 

Eejadian-kejadian  di  Portugal  nenunjukkan  bahwa  gagasan- 
gagasan  De  Spinola  telah  nenalnkan  pcranan  periting  dalan  per- 
golakan  di  negeri  itu  dan  dapat  dipcrkirakan  bahwa  gagas an- 
gagasan  itu  akan  ikut  serta  nenpengaruhi  penyusunan  politik 
Penerintahnya  nengenai  negeri-negeri  jajahannya.  Pada  pokok- 
nya  pendiriannya  itu  adalah  ssbagai  berikut. 

Dalan  bukunya  Portugal  dan  I-Iari  Depan  De  Spinola  men- 
peringatkan  bahwa  peperangan  di  Afrika  tidak  dapat  dine- 
nangkan  oleh  Portugal  secara  niliter  dan  hanya  akan  nenguras 
sunber  kenanusiaan  dan  keuangan  negara,  nakin  nengisolirnya 
dari  pergaulan  internasional,  dan  menghambat  penbangunan. 
Zcnyataannya  13  tahun  perang  (19-61-197**)   telah  ninta  korban 
5.000  orang  tentara  towas  dan  nenelan  biaya  sekitar 
$  6.000  jut a  tetapi  ternyata  gagal  nencapai  sasarannya. 
Perang  gorilya  tidak  berkurang,  tetapi  bahkan  neluas  dan 
senakin  efisien  sejalan  dengan  perbaikan  organisasi,  di- 
siplin,  persenjataan,  logistik,   taktik  dan  noluasnya  du- 
kungan  rakyat  setenpat.  Sobaliknya  penbangunan  nenjadi 
terkatung-katung,   sehingga  Portugal  kini  nerupakan  salah 
satu  negara  yang  paling  niskin  dan  terbelakang  di  Eropa. 
Perkenbangan  ekononinya  sangat  ketinggalan  dibandingkan 
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dengan  negara-negara  Eropa  lainnya.  Pendapatan  per  jiwa 

per  tahun  kini  sekitar  soperenpat  pendapatan  per  jiwa  di  negara- 

negara  yang  kaya  dan  naju.  Sebagai  salah  satu  akibatnya 

telah  bertahun-tahun  berlangsung  suatu.  manpower  drain, 

suatu  pengurasan  tenaga  kerja.  Dari  3,1   juta  orang  angkatan 

kerja,   sekitar  1,6  juta  orang  bekerja  sebagai  tonaga  kerja 

enigran  di  negara-negara  tetangga  yang  lebih  naju  karena 

di  tanah  air  neroka  sendiri  tiada  koserapatan  kerja  seperlu- 

nya.   Pengurasan  tenaga  kerja  serupa  itu  sangat  mengkawatir- 

kan  hari  depan  negara  dan  bangsa. 

Berdasarkan  pertinbangan-pertinbangan  itu  De  Spinola 
nengusulkan  agar  peperangan  di  Afrika  segera  dihentikan. 
I'ienurut  dia  satu-satunya  jalan  untuk  mempertahankan  pengaruh 
Portugis  di  negori-negeri  jajahannya  di  Afrika  ialah  suatu 
penyelesaian  politik.  Dalan  rangka  itu  diusulkannya  penben- 
tukan  suatu. negara  federal  yang  akan  terdiri  atas  Portugal 
dan  negeri-negeri  jajahannya  yang  nasing-nasing  neniliki 
otonomi  intern  Penuh,   sehingga  dapat  mengatur  segala  sesuatu 
dalan  negeri,  sedangkan  penerintah  federal  di  Lisabon  akan. 
nenguasai  pertahanan  dan  hubungan  luar .  negeri  *  ..Dengah  per- 
kataan  lain,  dia  nengusulkan.  agar  kepada  negeri-negeri  ja- 
jahan  itu  diberikan  otononi  penuh  dan  status  politiknya 
dirubah  dari  propinsi  nenjadi  negara  bagian.  Dengan  asunsi 
bahwa  nayoritas  penduduknya  akan  nenilih  persatuan  dengan 
Portugal  dalan. federasi  itu,   selanjutnya  dia  nengusulkan 
agar  diadakan  referendum  di  negeri  ma sing-ma sing  yang  akan 
nenberikan  kesempatan  kepada  rakyatnya  untuk  menentukan  hari 
depan  negerinya.  Dia  ne'rasa  bahwa  Portugal  menerlukan  wilayah- 
wilayah  jajahannya  di  Afrika  karena  takut  tanpa  jajahan- 
jajahannya  itu  negaranya  akan  tetap  nenjadi  negara  terbela- 
kang  dan  temiskin  di  Eropa1. 


J-  endirian  /?olon/?an  ki  ri 

Golongan  kiri  yang  sesudah  kudeta  tanpil  ke  nuka  sebagai 
kekuatan  politik  yang  besar,  khusuanya  Partai  Sosial  pinpinan 
Dr.  Marie  Scares  dan  Partai  Eomunis  pinpinan  Alvaro  Cunhal, 
setuju  dengan  De  Spinola  bahwa  peperangan  di  Afrika  harus 
segera  nungkin  dihentikan  dan  sengkota  diselesaikan  secara 


1?f-  "No-win  proposition",  Newsweek,   1  April  1974    hal  P^- 
A  book,  a  song  and  then  a  revolution",  Time,   6  Mei  1974  ^19. 
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politik  lewat  perundingan-perundingan,   tetapi  berlainan  de- 
ngan  dia  nereka  nenper joangkan  koncrdekaan  ponuh  bagi  negeri- 
negcri  jajahan  di  Afrika  itu.  Sehubungan  dengan  itu  nereka 
nendesak  De  Spinola  agar  segera  nengadakan  perundingan- 
perundingan  dengan  wakil-wakil  sah  rakyat  Mozanbique,  Angola 
dan  Guinea  Bissau.  Menurut  nereka  rakyat  negeri-negeri  itu 
tolah  siap  untuk  nerdeka  dan  nenganbil  alih  kokuasaan  . 


Pendirian  perwira-perwira  nuda 

Selain  Junta  Militer  pinpinan  De  Spinola  dan  golongan 
kiri  terdapat  kelonpok  ketiga  yang  nenurut  banyak  penganat 
nerupakan  kekuatan  politik  yang  dcninan,  yaitu  perwira- 
pervrira  nuda  yang  nelancarkan  kudeta  dan  kenudian  necbentuk 
suatu  Konite  Koordinasi  untuk  nengawasi  Junta  Militer.  Ke- 
lonpok  ini  sepenuhnya  mendukung  pendirian  De  Spinola  bahwa 
perang  kolonial  harus  segera  mungkin  dihontikan,  tetapi  ne- 
reka nenandaskan  bahwa  keputusan  terakhir  adalah  di  tangan 
rakyat  negeri-nogeri  yang  bersangkutan.  Menurut  nereka  ga- 
gasan  federasi  De  Spinola  akan  ncrupakan  angan-angan  atau 
inpian  belaka  kalau  rakyat  tidak  nenghendakinya. .  Tetapi 
nereka  setuju.  dengan  usulnya  agar  diadakan  refer endun  yang 

akan  nenberikan  kesorapatan  kepada  rakyat  untuk  nenyatakan 

2 

kenauannya  dan  nenentukan  hari  depan  negerxnya  . 


Tan^gapan  para  gerilyawan 

Kenanggani  usul  Junta  Militer  tersebut,  organisasi- 
organisasi  gerilyawan  nenyatakan  bahwa  nereka  tidak  puas 
dengan  otononi  intern  tetapi  nenginginkan  kenerdekaan  dan 
akan  neneruskan  per jcangan  nereka  sanpai  sasaran  itu  terca- 
pai.  Mereka  berpegang  teguh  pada  prinsip  yang  telah  diakui 
unur.,  bahwa  sotiap  bangsa  nenpunyai  hak  penentuan  diri  dan 
kenerdekaan.  Mereka  bersedia  berunding  dengan  Portugal  untuk 
nenbicarakan  penyerahan  kekuasaan  dan  pontahapannya  tetapi 
nenolak  nerundingkan  kenerdekaannya  itu  sondiri   .  PAIGC 


1Cf     "The  flower  revolution",  Newsweek,   13  Mei  1974,  hal.  44; 
"In  bed  with  the  reds",  Newsweek,  20  Mei  1974,  hal,  20. 

2Cf.  "The  flower  revolution",  loc.  ext.  hal  45. 

5Cf.  Berita  AFP  yang  dikutip  Tnflnnpsian  Observer,  29  April  1974. 
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bahkan  nenuntut  agar  Portugal 
yang  telah  diioroklanirkan  dan 
nogara-negara^ . 


mengakui  Ropublik  Guinea  Biss 
diakui  PBB  dan  sejumlah  besar 


Rencana  Penorintah  Barn 

Pemerintah  baru  yang  dibentuk  pada  tanggal  1 5  Mei  dan 

nerupakan  suatu  koalisi  yang  terdiri  atas  3  orang  sosialis, 

2  orang  komunis,  3  orang  kiri  tengah,   5  orang  indopenden  din 

seorang  pervrira,  di  bawah  Presiden  Do  Spinola,  berusaha  neng- 

arabil  jalan  tengah  dan  atas  pengakuan  bahwa  setiap  bangsa 

menpunyai  hak  untuk  menentukan  nasibnya  sendiri  menutuskan 

untuk  mengadakan  roferondun  di  negeri-nogeri  jajahannya 

pada  tanggal  31  Maret  1975.  Penerintah  akan  melaksanakan 

apa  yang  diputuskan  rakyat  negeri  na sing-ma sing  dalam 

referendum  itu,  dan  akan  menberikan  kemerdekaan  kalau  rakyat 

nenghendakinya.  Sehubungan  dengan  itu  penerintah  berseru 

kepada  organisasi-organisasi  gerilyawan  untuk  meletakkan 

senjata,  kembali  ke  negerinya  na sing-ma sing  dan  mcnjadi 

partai  politik.  Pemerintah  juga  menawarkan  perundingan- 

Perundingan  dengan  mereka  untuk  mencari  suatu  penye^Lesaian 
damai  » 

Dalam  rangka  itu  pemerintah  Portugis  mengirimkan  dele- 
gasi-delegasi  ke  negeri-negeri  jajahannya  untuk  memberikan 
penerangan  tentnng  perubahan-perubahan  radikal  yang  ter jadi 
dx  Portugal  dan  menyelidiki  aspirasi-aspirasi  golen^an- 
golongan  masyarakat.  Menurut  delegaei  yang  diklrimfcan  ke 
Timor  Portugis  dan  Macao  pemerintah  Portugis  sedang  menyiap- 
kan  mekanisme  pemungutan  suara  dalam  referendum  itu,  semaoar-. 
undang-undang  pemilihan  umum3.  Kula-.mula  dikatakan,  bahwa 
referendum  itu  akan  diadakan  atas  dasar  satu  orang  satu  suara, 
tetap,  kemudian  dikatakan,  bahva  hanya  mereka  yang  oemenuhi 
syarat-syaraf  tertentu,  antara  lain  dapat  membaoa  dan  menu- 
Ixs  dalam  bahasa  Portugis,  akan  boleh  menberikan  suara. 
 1  '  •  .  .  ^    

Of.  Berita  DPI  yang  dikutip  Iridonesiar,  Oto,„,     1.  "".^71 

AfMo!Sf4.»M^r,aJ!^-4Si,,^Uon  f0r  frugal,  and 
Cf.  Suara  KaryaT   3  Juni  1974. 
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Itulah  yang  selama  ini  berlaku  pada  pemilihan-pemilihan 
ucun  yang  diadakan  untulc  memilih  anggota-anggcta  Dewan 
Legislatif  negori  nasing-masing.  Eetentuan  soma  cam  itu  ber- 
arti,  bahwa  sebagian  besar  rakyat  Afrika  tidak  akan  ikut  da- 
lam  referendum  dan  bahwa  suara  penduduk  kulit  putih,  yang 
merupakan  suatu  ninoritas,  akan  mempunyai  pongaruh  besar  di 
luar  proporsinya.  Akan  tetapi  hal  itu  belura  nerupakan  kepu- 
tusan  terakhir,  karena  kaum  nasionalis  menuntut  polaksanaan 
azas  satu  orang  satu  suara  dan  hanya  dengan  syarat  itu  akan 
menyetujui  roncana  referendum  tersebut, 

2«  Tanggapan  rakvat  di  Afrtk-n 

Penduduk  kulit  putih  negeri-negeri  jajahan  Portugis  di 
Afrika  menanggapi  rencana  pemerintah  itu  secara  berbeda-beda. 
Sebagian  besar  nendukungnya ,  antara  lain  Eelorapok  Persatuan 
I-lozambique  (GUMO),   tetapi  banyak  juga  yang  menentangnya, 
termasuk  Front  Kemerdekaan  dan  Kontinuitas  Earat  (FICO)  di 
Mozambique.  Golcngan  yang  keras  ini  bermaksud  mempertahankan 
negeri-negeri  itu  sebagai  wilayah  Portugis.  Ada  juga  yang 
ingin  mempertahankan  supremasi  kulit  putih  dan  memikirkan 
suatu  pernyataan  kemerdekaan  unilateral  seperti  yang  terjadi 
di  Rhodesia  pada  tahun  1965,   tetapi.  juml ah  mereka  tidak  besar 
dan  pemerintah  telah  nengambil  tindakan-tindakan  untuk  men- 
cegahnya* . 

Juga  di  kalangan  rakyat  Afrika  terdapat  berma can-ma cam 
pendapat,  tetapi  pada  garis  besarnya  mereka  dapat  dibedakan 
dalan  dua  kelonpok:  noderat  dan  radikal.  Yang  pertama  dapat 
menerima  otononi.  intern  tawaran  pemerintah  Portugis,  paling 
tidak  sebagai  persiapan  untuk  kemerdekaan.  Yang  kedua,  ter- 
masuk organisasi-organisasi  gerilyawan,  menolak  tawaran  itu 
dan  menuntut  kemerdekaan  sekarang  juga.  Seperti  diutarakan 
di  atas,  mereka  hanya  bersedia  mengadakan  perundingan- 
perundingan  dengan  Portugal  untuk  membicarakan  ponyerahan 
kekuasaan  dan  pent ahajannya,   tidak  tentang  kemerdekaan  itu 
sendiri.  PAIC-C  bahkan  menuntut  kepada  Portugal  agar  mengakui 
Ropublik  Guinea  Bissau  yang  telah  diproklamirkan  .  Karena 

1Cf.  Berita  UPI  yang  dikutip  Indonesian  Observer,   17  Mei  1974; 
lihat  juga  berita  Antara  yang  dikutip  Suara  Karya,   14  Mei  1974- 

2Cf.  Berita  AFP  yang  dikutip  The  Indonesian  Times,  30  Mei  1974- 
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sikap  keras  itu  perundingan-perundingan  yang  dii^ulai  dl 
London  dan  diteruskan  di  Aljazair  antara  Portugal  dan  FAIGC 
tidak  berhasil  nencapai  suatu  persetujuan.  Denikianpun 
perundingan-perundingan  antara  Portugal  dan  FRELIMO  di 
Lusaka.  Pihak  gerilyawan  tetap  nenuntut  kemerdekaan,  sedang- 
kan  Portugal  berpendirian  bahwa  harus  diadakan  suatu  roferen- 
dom  agar  rakyat  dapat  nemilih  antara  otoncni  intern  dan  ke- 
nierdekaan.  Sejauh  ini  hanya  di  Angola  pemerintah  Portugis 
berhasil  nencapai  persetujuan  dengan  satu  dari  tiga  organi- 
sasi  gerilyawan,   yaitu  Uni  untuk  Kemerdekaan  Total  Angola 
(UNITA),  untuk  nenghentikan  tembak^nenenbak  dan  dengan  deni- 
kian  menciptakan  iklin  baik  bagi  perundingan-perundingan 
perdamaian1;  Sementara  itu  Zambia,  Zaire  dan  Tanzania  berusa- 
ha  keras  untuk  neyakinkan  para  gerilyawan  agar  ncnperlunak 
sikap  mereka. 


K  ereungki  na  n- k  emu  ngki  nan 

Mengingat  janji-janji  dan  langkah-langkah  yang  telah 
dianbil  rejin  baru  Portugal  dalam  rangka  dekolonisasi  negeri- 
negeri  jajahannya  di  Af rika  di  satu  pihak  dan  tanggapan 
golongan  kulit  putih  dan  rakyat  Afrika,  khususnya  para  pejoang 
kencrdekaan,   di  lain  pihak,  perkembangan  politik  selanjutnya 
dapat  diporkirakan  seperti  berikut.  Perundingan-perundingan 
yang  telah  dinulai  antara  Portugal  dan  crganisasi~organisasi 
gerilyawan  dan  untuk  senentara  waktu  dihentikan  sebelun  nen- 
capai suatu  persetujuan  karena  adanya  perbedaan  pendapat 
yang  besar,  akan  dilanjutkan  setelah  kedua  pihak  nendapat- 
kesenpatan  untuk  menikirkan  posisi  pihak  lawan.  Diarpun  belui. 
nencapai  suatu  persetujuan  dan  bcntroke^n-bentrokan  bersenja- 
ta  nasih  berlangsung  terus,   diadakannya  perundingan-perundingr 
itu  sendiri  telah  nerupakan  sfcatu  kenajuan.  Bahwa  kedua  pihc : 
telah  bertemu  nukadan  nengadakan  pertukaran  pikiran  serta 
tawar-nenawar  nongungkapkan  suatu  kesediaan  untuk  r-encari 
suatu  penyelesaian  danai  sengkota  nereka.  Portugal  tolah  r.c- 
nyatakan  bersedia  menberikan  kemerdekaan  kepada  Mozambique, 
Angola  dan  Guinea  Bissau  kalau  rakyat  nenghendakinya  dan 
sehubungan  dengan  itu  norencanakan  suatu  referendum.  Rupanya 
perubahan  sikap  yang  radikal  itulah  yang  telah  nendorong  Zambia, 
Zaire  dan  Tanzania  untuk  nendesak  para  gerilyawan  agar  nempcr- 
lunak  sikap  neroka. 

Cf.  Berita  AFP  yang  dikutip  Indonesian  Observer.   19  Juni  1974 
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Dapat  diperkirakan,  bahwa  kedua  pihak  akan  bertemu  lagi 
untuk  meneruskan  perundingan-perundingan  yang  akan  menghasil- 
kan  persetujuan  gencatan  senjata  dan  kemudian  juga  suatu  pe- 
nyelesaian  dainai.  Kemungkinan  besar  organisasi-organisasi 
gerilyawan,   sebagai  wakil  negeri  nereka  mas ing-ma sing,  dengan 
syarat-syarat  tertentu  akan  menyetujui  referendum  usul 
Portugal.  Sebagai  syarat  utama  nereka  akan  menuntut  agar 
referendum  tidak  hanya  diadakan  di  bawah  pengawasan  PBB 
secara  bebas,  tetapi  juga  atas  dasar  satu  orang  satu  suara. 
Set elan  tawar-nenawar,  Portugal  akhirnya  akan  menerima  sya- 
rat itu,   sehingga  pada  waktu  yang  disetujui  kedua  pihak, 
akan  dilangsungkan  referendum  di  nana  rakyat  akan  menentukan 
status  politik  dan  hari  depan  negerinya.  Rakyat  dapat  memi- 
lih  antara  kemungkinan-kemungkinan  berikuts  menjadi  negara 
bagian  negara  federal  Portugis  seperti  yang  diusulkan  peme- 
rintah  De  Spinola  atau  -menjadi  negara  merdeka  dalam.  persemak- 
nuran  Portugis  atau  di  luarnya. 

Kemungkinan  yang  pertama  berarti,  bahwa  ketiga  nogeri 
itu  akan  mendapatkan  otdnomi  dalam  negeri.  Ma sing-ma sing 
negeri  akan  menjadi  negara  bagian  negara  federal  Portugis 
yang  akan  dibehtuk  dan  mempunyai  Pemerintah  Federal  dx 
Lisabon.  Kasing-masing  negara  bagian  akan  mempunyai  lembaga- 
lembaga  negaranya  sendiri  seperti  parlemen,  kabinet,  nahkamah 
agung  dan  sebagainya.  Akan  tetapi  urusan  pertahanan  dan  hu- 
bungan  luar  negeri  akan  dipegang  Pemerintah  Federal.  Hubungan 
keduanya  itu  akan  ditetapkan  lebih  lanjut  dalam  UUB  yang 
akan  disusun  dan  disetujui  se.ua  negara  bagian.  Biarpun  juga 
akan  merupakan  negara  bagian,  Portugal  akan  tetap  menainkan 
peranan  yang  dominan.  Kemungkinan  besar  bahasa 
ditetapkan  menjadi  bahasa  resmi  negara  federal. 

Kemungkinan  yang  kedua  berarti  bahwa  negeri-negeri 
jajahan  akan  menjadi  negara  merdeka  seperti  negara-negara 
Afrika  lainnya  yang  lebih  dahulu  mendapatkan  kemerdekaan. 
Negara  masing-masing  tidak  hanya  akan  mempunyai  parlemen, 
kabinet  dan  mahkamah  agung  sendiri,   tetapi  juga  scorang  kepa- 
la  negara.  Selanjutnya  negara  negara  itu  dapat  menjalxn  hu- 
bungan istimewa  dengan  Portugal  dan  bersana-sana  nenbentuk 
se^acam  persemakmuran  nenurut  pola  persemakmuran  Inggris 
atau  Perancis.  Akan  tetapi  nereka  juga  dapat  menempuh  ,alan 
lain  dan  menjalin  hubungan  antar  negara  biasa. 
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Manakah  kenungkinan  yang  akan  ir.onjadi  kenyataan  nasih 
sukar  dikatakan.  Hal  itu  te rut ana  akan  bergantung  pada  ke- 
□auan  rakyat  yang  akan  dinyatakan  dalanv  ref erendum,  tetapi 
kemauan  rakyat  itu  sendiri  akan  dip engaruhi  banyak  faktor. 
Sal ah  satu  di  antaranya  yang  penting  ialah  proses  dekoloni- 
sasi  yang  tidak  dapat  dibendung.   Cepat  atau  lanbat  setiap 
negeri  yang  nasih  dikuasai  negara  lain  akan  raendapatkart  ke- 
nerdekaan,   tidak  hanya  karena  bergeloranya  sernangat  nasional- 
isne  rakyat  yang  bersangkutan  dan  per joangannya,   tetapi  juga 
tekanan  dari  luar  yang  semakin  berat.   Opini  dunia,  negara- 
negara  anti  kolonial  dan  PBB  akan  neningkatkan  tekanan 
mereka  atas  rejirn  kolonial  yang  bersangkutan  sampai  berha- 
sil;  Tanda-tanda  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  rakyat 
negeri-negeri  jajahan  Portugis  di  Afrika  itu  tidak  akan  puas 
dengan  otononi  tetapi  akan  nerailih  kenerdekaani  Oleh  sebab 
Penerintah  Portugis  telah  berjanji  akan  nenghornati  kenauan 
rakyat,   sebagai  hasil  referendum  itu  Mozambique,  Angola  dan 
Guinea  Bissau  akan  menjadi  negara  nerdeka. 

Akan  tetapi  kenungkinan  besar  negara-negara  baru  itu 
akan  nenjalin  hubungan  istimexira  dengan  Portugal  dan  bersana- 
sama  nenbentuk  suatu  persemaknuran.  Berlainan  dengan  keadaan 
negara-negara  bekas  jajahan  lainnya,  kebanyakan  kolonis 
Portugis  akan  nenjadi  warga  negara  dengan  persanaan  hak  dan 
kewajiban.  Biarpun  ada  yang  akan  pergi,   rupanya  tidak  akan 
terjadi  suatu  eksodus  seperti  nisalnya  di  Aljasair  dan 
Zaire  setelah  mendapatkan  kenerdekaan.  Seperti  diuraikan 
di  atas,   orang-orang  Portugis  tidak  nengenal  diskriminasi 
rasial  dan  nudah  berasinilasi  dengan  penduduk  pribuni  di 
manapun.  Yang  dicita-citakan  ialah  suatu  nasyarakat  nulti- 
rasial  seperti  di  bekas  koloni  Portugis  Brasilia.  Lagi  pula 
Penerintah  Portugis  akan  raemper joangkannya,   tidak  hanya 
karena  cita-cita  tersebut,   tetapi  juga  karena  Portugal  tidak 
luampu  nenerina  kembali  sekian  banyak  orang.  Biayanya  tidak 
akan  terpikul  oleh  negara  yang  telah  nenjadi  terbelakang  dan 
termiskin  di  Eropa  sebagai  akibat  13  tahun  perang  kolonial 
itu. 


V  •  Hari   Der>an  Tinor  Portugis 

Politik  rejin  baru  Portugal  dan  perkenbangan  politik 
di  negori-negori  jajahannya  di  Afrika  juga  r-.enp  engaruhi 
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perkembangan  politik  koloni  Portugis  yang  berbatasan  dengan 
Indonesia,  Timor  Portugis,  biarpun  sejauh  ini  rakyatnya  pada 
umumnya  belum  mempunyai  kesadaran  politik  dan  belum  mengada- 
kan  gerakan-gerakan  kemerdekaan.  Sesuai  dengan  keputusan 
Penerintah  De  Spinola,  bahwa  azas  demokrasi  juga  akan  dite- 
rapkan  di  propinsi-propinsi  seberang  lautan,   dua  minggu  se- 
sudali  kudeta  Gubernurnya,   Kolonel  Fernando  Alves  Aldeia, 
nengumunkan  bahwa  rakyat  bebas  untiik  mendirikan  partai-partai 
politik  ;  Kemudian  juga  diunumkan  bahwa  pada  tanggal  31  Haret 
1975  akan  dilangsungkan  suatu  referendum  untuk  nenentukan 
status  politik  dan  hari  depan  Timor  Portugis2.  Maka  terbuka- 
lah  bagi  negeri  itu  beberapa  kemungktnans  menjadi  negeri 
otonom  dalam  federasi  dengan  Portugal,  menjadi  ncgara  merdeka 
dalam  atau  di  luar  persemakmuran  Portugis,   atau  juga  bergabung 
dengan  Indonesia  sebagai  salah  satu  propinsinya. 

Sesuai  dengan  kenungkinan-kemungkinan  itu  sejauh  ini 
telah  didirikan  tiga  partai  politik.  Partai  Uni  Demokrat, 
yang  mendapat  banyak  dukungan  di  kalangan  penduduk  kulit 
putih,  menginginkan  agar  Timor  Portugis  tetap  di  bawah  ben- 
dera  Portugis  sebagai  negara  bagian  federasi  Portugis  usul 
De  Spinola.  Partai  Sosial  Demokrat  memper joangkan  komordekaan, 
sedangkan  partai  yang  ketiga,  Perhimpunan  Integrasi  Timor 

Indonesia  (AITI)  menginginkan  agar  Timor  Portugis  bergabung 

-  .   .         .    •  3- ... 

dengan  Indonesia  dan  menjadi  salah  satu  propinsinya  * 

Ketiga  partai  itu  bersaing  untuk  mempengaruhi  rakyat 
dan  memenangkan  referendum.  Waktu  ini  masih  sukar  dikatakan 
partai  nana  yang  akan  menang.  Hasing-masing  mempunyai  pengikut- 
pengikutnya,  tetapi  sejauh  ini  belum  diketahui  kekuatannya. 
Akan  tetapi  ada  beberapa  hal  yang  perlu  diperhatikan  karena 
akan  memainkan  peranan  penting.  Salah  satu  faktor  ialah  per- 
joangan  partai-partai  politik  itu  sendiri  dan  kemampuannya 
untuk  mendapatkan  dukungan  rakyat  yang  sebagian  bosar  masih 

1Cf.  Sinar  Harapan,  24  Mei  1 974  5  "Revolusi  di  bar  dan  di  biara", 
laporan  wartawan  Tempo  atas  kunjungannya  ke  Timor  Portugis,  Tempo, 
15  Juni  1974,  hal.  9- 

2Cf.  Suara  Kar?/-a,  3  Juni  1974 

^Cf.  "Revolusi  di  bar  dan  di  biara",  loc.  cit.  hal.  9-13; 
John  A  Syukur,   "Tiga  parpol  menuju  plebisit  di  Timor  Portugis", 
laporan  kuhjungan  ke  Timor  Portugis  yang  dimuat  dalam  Suara  Karya 
pada  tanggal  6,  7,  8,   10,   11  dan  12  Juni  1974;  lihat  juga  Peter 
Bathurst,  "Freedom  of  choise",  Far  Eastern  Economic  Review,   17  Juni 
1974,  hal.  28-29. 


buta  huruf  dan  belun  ir.eir.il  iki  kesadaran  politik.   Dalan  keada- 
an  senacan  itu  penimpin-peninpin  rakyat  soperti  raja- raja, 
kepala-kepala  suku,  pastor-pastor  dan  lain-lain  nonpunyai 
pengaruh  yang  besar.  Faktcr  nenting  lain  ialah  proses  de- 
kolonisasi  tersebut  di  atas  yang1  tidak  dapat  dibendung.  Per- 
kembangan  politik  di  negeri-negori  jajahan  Portugis  di 
Afrika  juga  akan  nemegang  peranan.  Ken.ungkinan  besar  Timor 
Portugis  akan  nengikuti  jejak  ncgeri-negeri  itu  untuk  r.ele- 
paskan  diri  dari  Portugal. 

Dengan  denikian  sebenarnya  hanya  ada  dua  alternatif? 
nemperoleh  kenerdekaan  dengan  atau  tanpa  hubungan  istimewa 
dengan  Portugal  atau  bergabung  dengan  Indonesia.  Alternatif 
yang  pertama  secara  obyektif  kurang, nenguntungkan  dan  bahkan 
nengandung  bahaya.  Sebagai  negeri  kecil,  niskin  dan  terbela- 
kang,  Timor  Portugis  akan  sukar  nenpertahankan  keme.rdekaannya 
dan  nudah  nenjadi  mangsa  negara  besar  yang  ingin  nendapatkan 
tempat  berpi jak  sebagai  pangkalan  untuk  menperluas  daerah 
pengaruhnya,  terutana  karena  negeri  itu  strategis  penting 
sebagai  pusat  komunikasi  di  kawasan  Asia  Tenggara  dan  Pasifik 
S el at an  dan  sebagai  tempat  untuk  membangun  pangkalan  udara 
dan  lauti  Dengan  perkataan  lain  Timor  Portugis  setelah  mer- 
deka  akan  nenjadi  incaran  negara-negara  besar  dan  nudah 
nenancing  persaingan  antara  nereka,   dan  dengan  denikian  nen- 
jadi ancanan  bagi  keananan  negara-negara  tetangga  dan  stabili- 
ties politik  kawasan  itu.  Indonesia  dan  Australia  tidak  akan 
menbiarkan  perkenbangan  seraacam  itu. 

Sebelun  kudeta  niliter  di  Portugal,  Timor  Portugis  tidak 
nerupakan  nasalah  bagi  Indonesia.  Biarpun  dalan  Kukadinah 
U.UD  19^5  nengakui  hak  setiap  bangsa  atas  kenerdekaan  dan 
nenganbil  sikap  anti  kolonial,   terhadap  Timor  Portugis 
Indonesia  sejauh  ini  berpegang  teguh  pada  prinsip  tidak  cam- 
pur  tangan  dan  meraelihara  politik  bertetangga  baik.  Sesuai 
dengan  itu  Indonesia  mempunyai  seorang  Konsul  di  Dili  dan 
Portugal  seorang  Konsul  di  Jakarta,   yang  newakili  kepentingan- 
kepentingan  Portugal  dan  negeri-negeri  jajahannya.  Akan  teta- 
pi  keadaan  berubah  dengan  perubahan-perubahan  radikal  yang 
terjadi  akibat  kudeta  torsebut.  Timor  Portugis  nenjadi 
nasalah  bagi  Indonesia  karena  perkenbangannya  sekarang  ini 
dapat  rnenbahayakan  keamanannya  dan  stabilitas  politik  ka- 
wasan.  Oleh  sebab  itu  Indonesia  terpaksa  nelibatkan  diri 
untuk  mencegah  negeri  tetangganya  itu  nenjadi  sasaran  pe- 
rebutan  kekuasaan  negara-negara  besar  dan  dijadikan 
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pangkalan  subversi  yang  membahayakannya.  Apabila  Timor  Portugis 
dalan  ref erendum  yang  akan  datang  ihi  meinutuskan  untuk  ber- 
gabung  dengannya,  kiranya  Selaras  dengan  kepentingan  nasional- 
nya  kalau  Indonesia  menerimanya.  Dengan  jalan  legal  Indonesia 
kiranya  bahkan  dapat  memajukan  perkembangan  itu. 


VI.  Beberapa  kesimpulan 

Kudeta  niliter  di  Portugal  tidak  hanya  nembawa  perubahan- 
porubahan  radikal  di  negeri  itu,  tetapi  juga  meningkatkan 
prospek  kemerdekaan  negeri-negeri  jajahannya,  khususnya  di 
Afrika  di  mana  telah  bertahun-tahun  kaum  nasionalis  melancar- 
kan  suatu  perang  gerilya,  yang  menjadi  semakin  efektif  seja- 
lan  dengan  perbaikan  organisasii  disiplin,  persenjataan, 
logistik  dan  taktik  para  gerilyawan  dan  meluasnya  dukungan 
rakyat.  Biarpun  mengerahkan  hampir  seluruh  kekuatan  militer- 
nya,  Pemerintah  Portugis  tidak  berhasil  menumpas  perang  ge- 
rilya itu  dan  menyelesaikan  persoalan  secara  militer.  Selain 
itu  negara-negara  Afrika,  PBB  dan  cpini  dunia  melakukan 
tekanan  yang  semakin  berat  atasnya  agar  segera  memberikan 
kemerdekaan  kepada  negeri-negeri  jajahannya. 

Pemerintah  baru  di  bawah  pimpinan  Jendral  De  Spinola, 
kepala  Junta  Militer  yang  dipilih  menjadi  Presiden,  menempuh 
politik  baru  terhadap  negeri-negeri  jajahannya  di  Afrika 
berdasarkan  keyakinan,  bahwa  sengketa  Portugal  dengan  kaum 
nasionalis  tidak  dapat  diselesaikan  secara  militer  dan  oleh 
sebab  itu  perlu  dicari  suatu  penyelesaian  politik;  Dengan 
asumsi  batata  mayoritas  rakyat  Afrika  akan  menerima  otonomi 
intern  dalam  federasi  dengan  Portugal  sesuai  dengan  pendapat 
De  Spinola,  diusulkannya  agar  di  negeri-negeri  itu  diadakan 
suatu  referendum  untuk  meinutuskan    status  politik  dan 
hari  depannya  mas ing-ma sing. 

Negeri-negeri  itu  akan  dapat  menilih  antara  beberapa 
kemungkinan;  menjadi  negeri  otonom  dalam  negara  federal 
Fortugis,  menjadi  negara  merdeka  yang  lepas  sama  sekali 
dari  Portugal  atau  menjadi  negara  merdeka  dalam  porsemakmur- 
an  Portugis.  Tanda-tanda  m*nunjukkan  bahwa  kemungkinan  yang 
ketiga  itulah  kiranya  yang  akan  menjadi  kenyataan.  Dengan 
perkataan  lain,   negeri-negeri  itu  akan  menjadi  merdeka, 


tetapi  secara  sukarela  akan  nenjalin  suatu  hubungan  istimewa 
dengan  Portugal  dan  bersaca-sana  nenbentuk  suatu  persenafcur 
an  di  nana  Portugal  akan  nonegang  peranan  penting.  Kenungkin 
an  besar  kclonis-kolonis  Portugis,  sekitar  600.000  orang, 
akan  nenjadi  warga  negara  dan  dengan  gol.ongan-gclcngan  pendu 
duk  lainnya  nenbangun  suatu  nasyarakat  multiracial  tanpa 
diskrininasi  rasial .  > 

Bagi  Tinor  Portugis  terbulea  tiga  kenungkinan,  yaitu 
nenjadi  ctonon  sebagai  negara'bagian  f'edeirasi  Portugis, 
nenjadi  merdeka  dengan  atau  tanpa  hubungan  istinewa  dengan 
Portugal,  atau  bergabung  dengan  Indonesia  sebagai  salah 
satu  propinsinya.  Kenungkinan  yang  pertana  adalah  tipis, 
sedangkan  yang  kedua  kurang  menguntungkan  dan  nengandung 
bahaya  bagi  keananan  dan  kestabilan  politik  ka#asan  Asia 
Tenggara  dan  Pasifik  Selatan. 

Sebagai  negara  yang  dalan  Kukadinali  UTTD-nya  nengakui  , 
hak  set lap  bangs a  at as  kenerdekaan  dan  sesuai  dengan  itu 
bekerja  sana  dengan  negara- negara  anti  kolonial  lainnya 
untuk  nengaimiri  kolonial isne  dalan  segala  bentuknya, 
Indonesia  dengan  genbira  nenyambut  perkenbangan  politik 
negeri-negeri  jajahan  Portugis  itu  dan  neneruskan  per joang- 
annya  agar  negeri-negeri  itu  segera  r.endapatkan  kenerdekaan. 
Khususnya  nengenai  Tinor  Portugis,  Indonesia  sebagai  negara 
tetangga  selain  nengikuti  perkenbangan  politiknya  dengan 
saksana  hendaknya  juga  nenganbil  langkah-langkah  untuk  nen- 
cogah  negeri  itu  nenjadi  sasaran  perebutan  kekuasaan  negara- 
negara  besar  dan  dijadikan  pahgkalan'  subversi  yang  nenbahaya- 
kan  keananannya.  Dengan  jalan  legal  Indonesia  kiranya  bahkan 
dapat  ikut  nenajukan  perkenbangan  henuju  integrasi  dengannya. 


DEKLARASI  DEKOLONISASI  PBB 


Setelah  nenandaskan  pada  akhir  Mukadimah  porlunya  segera 
dan  tanpa  syarat  mcngakhiri  kolonialisme  dalam  segala  bentuk 
dan  manif estasinya,  pada  tanggal  I'*  Desember  I96I  Majelis 
Umum  PBB  menyatakan  dalam  salah  satu  rosolusinya  (Rosolusi 
Dekolonisasi)   azas-azas  berikuts 

1 .  Penaklukan,  pcnguasaan  dan  pemerasan  bangsa-bangsa 
oleh  kekuasaan  asing  itu  melanggar  hak-hak  azasi  manusia, 
bertentangan  dengan  Piagam  PBB,  dan  merupakan  hambatan  bagi 
usaha  memajukan  perdamaian  dan  kerjasama  dunia. 

2.  Semua  b'angsa  nempunyai  hak  penentuan  diri?  berdasarkan 
hak  itu  moreka  dengan  bebas  nenentukan  status  politik  mereka 
dan  mengusahakan  perkembangan  ekonomi,  sosial  dan  kebudayaan 
mereka. 

3»  Kurangnya  persiapan  politik,   ekonomi,   sosial  atau  pen- 

didikan  tidak  boleh  menjadi  dalih  untuk  menunda  kemerdekaan. 

Q»  Semua  aksi  bersenjata  atau  segala  macam  tindakan  re- 

presif  terhadap  bangsa-bangsa  jajahan  harus  dihentikan  agar 
mereka  dapat  melaksanakan  hak  mereka  atas  kemerdekaan  penuh 
secara  damai,   dan  keutuhan  wilayah  nasional  mereka  harus  di- 
hormati . 

5.  Di  negeri-negeri  perwalian  dan  jajahan  yang  belum 
mencapai  kemerdekaan  penuh  harus  segera  diambil  tindakan- 
tindakan  untuk  memindahkan  seluruh  kekuasaan  kepada  rakyat 
wilayah-wilayah  itu,   tanpa  syarat  atau  reservasi  apapun, 
sesuai  dengan  pernyataan  kemauan  dan  keinginan  mereka,  tanpa 
membedakan  ras,  kepercayaan  atau  warna  kulit,   agar  mereka 
dapat  menikmati  kemerdekaan  dan  kebebasan  sepenuhnya. 

6.  Setiap  percobaan  yang  bertujuan  merusak  secara  parsiil 
atau  total  kesatuan  dan  keutuhan  wilayah  suatu  negeri  adalah 
tidak  selaras  dengan  tu juan- tu juan  dan  azas-azas  Piagam  PBB. 

7«  Semua  negara  harus  melaksanakan  secara  lengkap  dan 

tepat  ketentuan-ketentuan  Piagam  PBB,  Deklarasi  Universil 
Hak-hak  Azasi  Manusia  dan  Deklarasi  ini  atas  dasar  persamaan, 
tidak  mencampuri  urusan  intern  semua  negara,   dan  hormat  ter- 
hadap hak-hak  kedaulatan  segala  bangsa  dan  keutuhan  wilayah 
nepeka." 


S umbers  Ian  Brownlie,  Basic  documents  on  human  rights  (Oxford 
1971)  hal.  115. 


